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ABSTRAK :  - bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014 telah diatur mengenai 
Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan 
Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia, dan dalam rangka 
meningkatkan pengawasan terhadap barang yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea 
masuk atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang 
bertugas di Indonesia; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah 
dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No.4661);  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di 
Indonesia, dapat di berikan pembebasan bea masuk. Adapun Badan Internasional yang 
diberikan pembebasan bea masuk adalah Badan Internasional yang tidak menjalankan usaha 
atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia dan yang tercantum dalam 
Lampiran Permenkeu ini. 
Penetapan dan perubahan Badan Internasional yang berhak mendapatkan pembebasan bea 
masuk ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri 
Sekretaris Negara. 
Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan 
Internasional beserta Pejabatnya, Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan 
secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang 
ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara. 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara periodik rnelakukan rekonsiliasi data persetujuan 
pembebasan bea rnasuk dan penyelesaian kewajiban pabean atas Kendaraan Bermotor yang 
mendapatkan fasilitas pembebasan bea rnasuk dengan Kementerian Sekretariat Negara. 

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor 
barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan 
tata cara penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor, diatur dengan Peraturan 
Direktur Jenderal. 

    - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor 
Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di 
Indonesia dan Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.011/2014, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

    - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal                
4 Agustus 2015. 

 


